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[ SALINAN ]

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (4)
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar
Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Pimpinan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah;

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang



Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah  diubah  beberapa  kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang
Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten
Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4889);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);



Menetapkan

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan
Selayar Tahun 2017 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR KEBUTUHAN
MINIMAL RUMAH TANGGA PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat = DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD
Kabupaten Kepulauan Selayar.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan
Selayar yang disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang ditetapkan

dengan Peraturan Daerah.



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu
sebagai pedoman dalam penyediaan belanja rumah
tangga Pimpinan DPRD.
Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu agar
besaran belanja rumah tangga Pimpinan DPRD memiliki
standar yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

BAB III
STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA
PIMPINAN DPRD

Pasal 3

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas, fungsi dan
wewenang pimpinan DPRD disediakan belanja rumah
tangga dengan = mempertimbangkan = kemampuan
keuangan daerah.

Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal
rumah tangga Pimpinan DPRD yang dianggarkan dalam
program dan kegiatan Sekretariat DPRD.

Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas
rumah negara dan perlengkapannya, maka tidak
diberikan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud

pada ayat (1).

Pasal 4

Besaran belanja rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 harus memperhatikan asas:

a.
b.

C.

kepatutan;
kewajaran;

rasionalitas; dan



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Tata

standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
Besaran belanja rumah tangga Pimpinan DPRD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan dalam
bentuk uang tunai dan dibayarkan setiap bulan.
Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal
rumah tangga Pimpinan DPRD.
Standar kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan
DPRD ditetapkan sebagai berikut :
a. Ketua : Rp25.000.000,00 (dua puluh lima
juta rupiah); dan
b. Wakil Ketua : Rp20.000.000,00 (dua puluh juta
rupiah).
Standar kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan
DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah
termasuk biaya pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Anggaran kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan

DPRD dibebankan pada APBD.

Pasal 6

cara pertanggungjawaban belanja rumah tangga

Pimpinan DPRD diatur sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Belanja rumah tangga Pimpinan DPRD sebelum berlakunya

Peraturan Bupati ini, tetap dibayarkan dengan besaran yang

tidak lebih rendah dari standar kebutuhan minimal rumah

tangga Pimpinan DPRD berdasarkan Peraturan Bupati ini.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng

Salinan sesuai dengan aslinya pada tanggal 5 Oktober 2023
KEPALANBAGIAN HUKUM,

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,
\ sytari, MM. Pub
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MUH. BASLI ALI

Diundangkan di Benteng
pada tanggal 5 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

TTD
MESDIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2023
NOMOR 776



